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1. Undang-Undang Nomor 69 Tabun 1958 ten tang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayab
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
RepubUk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danIKns~jd IKabid ISek I

Mengingat

Menimbang a. bahwa untuk melaksanalcan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang
Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerab sebagaimana telab diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun
2014' tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2022;

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bima Tabun Anggaran 2022;
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang 2005~2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubab
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2014 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tabun 2006 tentang
Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);

9. Peraturan Pemerintah Nomar 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namar 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerab;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tabun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tabun 2020-2024;

12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Namar 85 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tabun 2022

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tabun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana KeIja Pemerintah Daerab;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

i



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
I. Oaerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan

pemerintahan oleh Bupati dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut DPRO adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bima.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 ( dua puluh I
tahun.

Pasall

Menetapkan : PBRATURAII BUPATI TERTAlIG RElfCAlIA KERJA
PEMERIRTAH DABRAII KABUPATEII BOlA TAHUII
AlIOGARAlI 2023.

MEMUTUSKAN:
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15. Peraturan Menteri OaJam Negeri Nomor 17 Tabun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana KeJja Pemerintah
Daerah tahun 2022;

16.Keputusan Menteri Oalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenkJatur
Pereneanaan Pembangunan dan Keuangan Oaerah;

17. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nusa
Tenggara Barat Nomor 1 Tabun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Oaerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019 - 2023

18.Peraturan Oubemur Nusa Tenggara Barat Nomor 24
Tabun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPO)Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;

19.Peraturan Oaerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMO)Kabupaten Bima Tahun 2021-2026
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Pasal6
Dalam hal tertentu Bupati sebagai penanggungjawab
pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dapat menetapkan kebijakan penggunaan
anggaran untuk menyelesaikan masalah yang bersifat
khusus dalam tahun anggaran yang bersangkutan diluar
RKPDyang ditetapkan.

BABD
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PasalS
, _.W<PD Tahun Anggaran 202~. merupakan, landasan

.penyelenggaraan Peinerintah Daerah selama 1 [satu] tahtin
anggaran, sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban
akhir tahun anggaran.

Sistematika dan Uraian tentang Penyusunan RKPD Tahun
Anggaran 2022 dijabarkan dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasa14

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk
memenuhi target RPJMDKabupaten Bima Tahun 2021-2026.

Pasal3

Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai pedoman dan acuan
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
BeJanja Daerah untuk memberikan arab dan kepastian
hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal2

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 ( lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang seJanjutnya
disebut RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode l(satu) tahun.
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B. M. TAUJI'IK IIAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR ..... ,,~.~ ....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

2021
Diundangkan di Bima
pada tanggal ~. II -

Ditetapkan di Bima
pada tangga! ~ - t-IOV(.mbQ-· 2021
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BABIV
KBTBIITUAN PBJroTUP

PasaJ 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dcngan pencmpatannya
daJam Bcrita Daerah Kabupatcn Bima.


